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Pembahasan skripsi ini adalah sekilllr 1eoiang pengawasan DPRD provinsi 
Sumatera U1ara terhadap perimbangan keuangan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004, yang telah diatur mt!ngenai pambagian sistem keuangan di 
Indonesia yang lcbih rinci diatur dalam Pcraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 
2005. Merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang 
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan benanggungjawab kepada dnerah 
yang secara proporsional diwujudkan dalam bentuk pembagian, dan pemanfaatan 
sumber daya nasional yang berkeadilan sena adanya pcrimbangan keuangan pusat 
dan daaerah. 

Fungsi pcngawasan dana pcrimbangan sangatlah pcnting yang 
memberikan kesempman kepadn DPRD untuk lebih nktif dan kreatif menyikapi 
berbagai kendala terhadap pclaksanaan dana perimbangan. Melalui pcngawasan 
dewan. eksekutif �bagai pelal..saoa kcbijal..an al.an terhindar dari berbagai 
penyimpangan dan pcn)ele,,cngan, dari hasil pengawasan dcwan akan diambil 
tindaknn penycmpumaan mempcrbaiki pclaksanaan kebijakan tersebut. 

Pengawasan DPRD propinsi Sumatera Utara dilakukan mclalui kunjungan 
langsung ke lapangan. mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan pimpinan 
unit 1..crja. Penga"asan DPRD Sumut terkait pcnggunaan APBD (termasuk dan 
perimbangan) dalam I (satu) tahun dilaksanakan dnlam sidnng paripuma yang 
mcngundong pihok pemerintnh daerah (dalam hal ini Gubemur sena 
perangkatnya) dan meminta laporan pcnanggungjawaban kcrja penggunaan 
anggaran. 

Kendala-kcndala yang dihadapi oleh DPRD Sumul dalam melakukan 
pengawasan perimbangan keuangan. disebabkan oleh faktor politik, fnktor sumber 
daya manusia anggota DPRD. faktor latar belakang pc!ndidikan, fal..-ior peraruran 
yang tidak 1egas sena adanya 1umpang tindih dalnm pengawasan di daerah. 

Tujuan pcnclitian : I). Yang paling utama adalah untuk mcmenuhi 
prasyaratan memperoleh gelar sarjann hukum pada fakultas hukum Univcrsitas 
Medan Area, dimana hal ini merupakan kcwajiban bagi mahasiswa yang ingin 
mengakhiri perlo.uliahaan di pert,>uruan tinggi program strata saru (S-1 ). 2). 
\Aenyumbangkan pcmikiran dan pengetahuan kepada almamater penulis, tentang 
peran DPRD propinsi Sumatcra Utara dolam mengawasi perimbnngan keuangan, 
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sehingga ten,ujud prinsip good governance. 3). Menyumbangkan pemikiran dan 
pengetahuan kepada masyarakat luas. sehingga masyarakat mengctahu i fungsi 
DPRD propinsi Sumatera Utara dalam pengawasan pcrimbangan keuangan dan 
ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan fungsi DPRD lersebut. 

Metode Penelilian : dilakukan dengan penelitian nonnatif cmpiris. 
KesimpoJan : Pengaturan sistem keuangan di Indonesia telah diarur dalam 

peraturnn perundang-undangan, yakni ; Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan 
Daerah, Peraturan Pemcrintah Nomor SS Tahun 2005 tcniang Dana Perimbangan, 
Peraturnn Presiden, Pcraturan Menteri dan Peraturan Daerah, Fungsi pcngawasan 
DPRD propinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan perimbangan keuangan, 
dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan. mengadakan dengar pendapat 
(hearing) dengan pimpinan unit kerja. Pcngawasan DPRD Sumut terkait 
penggunnan APBD (lennasuk dan perimbangan) dalam I (salU) tahun 
dilaksanakan dalam sidang paripuma yang mengundang pihak pemerintah daerah 
(dalam hal m1 Gubemur serta pcrangkatnya) dan meminta laporan 
pertanggungjawaban kerja penggunaan anggaran, DPRD propinsi Sumatcra Utara 
dalam pclaksanan pengawasan perimbangan keuangan mengalam1 kendala
kendala. yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : Faktor politik, 
Faktor sumber daya manusia anggota DPRD, Faktor latar belakang pendidikan 
anggota DPRD, Faktor Pcrnruran yang lidak tegas, Adanya tumpang lindih dalam 
pengawasan di daerah. 

Saran : Dalam rangka penguatan peran DPRD Sumut di bidang 
penga"asan. sebaiknya DPRD seara institusional mclakukan meningkatkan 
kemampuan dan pengctahuan, konsepsional dan opera,ional 1entang pengawasan 
perimbangan yang diwujudkan dalam APBD provinsi Sumatera Utllra. Guna 
memudahkan fungsi pengawasan yang bcrsifat kebijakan, scbaiknya DPRD 
memakai tcnaga ahli yang mcmiliki kemampuan di masing-masing bidang yang 
bertugas melakukan pengkajian guna mcmberikan input. Tenaga ahli ini dapat 
diambil dari perguruan tinggi )ang memang ahli dibidangn)a Dengan 
menggunakan basil kajian itu diharapt..an DPRD tidak salah dalam mcngambil 
kebijakan. Sebaiknya DPRD provinsi Sumatera Utara segera mcmbuat Perda 
tcniang pengawasan Df'RD sebagai pcdomnn yang mengotur tentang pengawasan 
DPRD . Peraturan Dacrah itu akan mempertegas posisi DPRD dalam penga,�asan 
pelaksanaan Peraruran Daerah untuk mas.1 )ang datang. 
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